Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 9 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRAS KEPALA DAERAH/

WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS

WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANY A
Presden Republik Indonesia,

bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu menggarnti
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan
Keuangan, dan Hak Kepegawaan lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

1. Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendgpatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK
KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA
DAERAH SERTA JANDA/ DUDANYA.


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a  Kepda Dagrah dan Wakil Kepda Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepaa Daerah
Tingkat | dan Kepada Daerah serta Wakil Kepaa Daerah Tingkat 11;

b.  Daerahadaah Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I1;

c.  Dasar pensun adalah gaji pokok.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Kepada Daerah dan Wakil Kepaa Daerah addah Pgabat Negara.
Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepaa Daerah dibebaskan dari
jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagal Pegawal Negeri.

(2) Sdamamenjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pegawai Negeri yang bersangkutan depat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepda Dagrah atau Wakil Kepala Dagrah yang berasd dari Pegawa Negeri sebagamana
dimeksud ddam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada
ingang induknya.

BAB Il
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1) Gai pokok bagi :

a Kepala Dagrah Tingkat | addah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
sebulan;

b. Wakil Kepada Daerah Tingkat | adadah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
sebulan;

c. KepalaDaerah Tingkat Il adaah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;

d. Wakil Kepda Daerah Tingkat 11 adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
sebulan.

(2) Sdain ggi pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesual dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku bagi Pegawa Negeri, kecudi ditentukan lain dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Kepda Dagrah dan Wakil Kepaa Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan maupun faslitas
rangkap dari Negara, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih penghasilan maupun
fasllitas yang menguntungkan baginya

Pasal 6

(1) Bagi Kepda Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecudi Kepala Daerah |stimewa Y ogyakarta dan
Wakil Kepala Daerah I1stimewa Y ogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan
bahwa pemdlinaraan, pemakaian ar, penerangan gas, dan teepon untuk rumah jabatan tersebut
ditanggung oleh Negara

(2 Bagi Kepda Daerah Isimewa Yogyskarta dan Wakil Kepaa Daerah Istimewa Y ogyakarta,
berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai  rumah
kediaman/rumah jabatan.

(3) Bagi Kepda Dagrah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas
perorangan atau da pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya
pemakaian untuk keperluan dinas dan pemdiharaan kendaraan tersebut atau dat angkutan lainnya
ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjdanan dinas Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah, ditanggung oleh Daerah sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengobatan, perawatan, rehabilitas, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Kepala Dagrah dan Wakil
Kepda Daerah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil.

BAB IV
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS KEPALA DAERAH
DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 9

(1) Kepala Daerah dan Wekil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak
memperoleh pensiun.

(2) Pensunbagi :
a KepaaDaerah dan Wekil Kepda Daerah Tingkat | diberikan dengan Keputusan Presden;
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b. Kepaa Daerah Tingkat 11 dan Wakil Kepala Daerah Tingkat 11 diberikan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 10

(1) Besarnya pensun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tigp 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan
ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen)
dari dasar pensun.

(2) Kepda Dagrah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan
Negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan ddam dan karena dinas berhak
menerima pengdun sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pensun.

Pasal 11

Pensiun diberikan mula bulan berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang
bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya

Pasal 12

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Kepala Daerah dan bekas Wekil Kepala Daerah dihentikan
gpabila penerima pensiun yang bersangkutan :
a meninggd dunig; atau
b. diangkat kembali menjadi Kepaa Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

(2) Penghentian pembayaran pendun sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan :
a padaakhir bulan berikutnya penerima pensiun meninggal dunig;
b. padabulan berikutnya bekas Kepaa Daerah dan bekas Wakil Kepala Daerah diangkat kembali
menjadi Kepaa Daerah atau Wakil Kepala Daerah

(3) Apabila bekas Kepda Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang diangkat kembali menjadi
Kepda Dagrah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, maka mula bulan berikutnya sgak ia
meetakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa
jabatan sebagal Kepala DaeralVWakil Kepala Daerah.

Pasal 13

() Apabila penerima pensun sebagal bekas Kepda Dagrah atau bekas Wakil Kepda Daerah
meningga dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensun janda/duda
yang besarnya addah %2 (setengah) dari pensun yang diterima terakhir oleh amarhum suaminya
atau dmarhumah isterinya.

(2) Pendun janda/duda diberikan pula, apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah meninggd
dunia dalam masa jabatannya.
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©)

(4)

©)

(6)

Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Dagrah tewas, maka besarnya pensiun janda/duda
adalah 50% (lima puluh persen) dari dasar pensiun.

Daam hal terdgpat lebih dari seorang igteri yang sah, meka yang mendapat pensun janda adalah
isteri yang pertama

Yang dimeksud dengan igeri pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus
oleh perceraan.

Pensun janda/duda diberikan dengan Keputusan Kepada Badan Adminisras Kepegawaian Negara
atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pal 14

Pensiun janda/duda diberikan mula bulan kedua berikutnya bekas Kepala Dagrah atau bekas Wakil
Kepada Dagrah yang bersangkutan meninggal dunia

D)

2

D)

2

3

Pasal 15

Pembayaran pensun janda/duda dihentikan apabila penerima pensun janda/duda yang
bersangkutan

a meninggal dunig; aau

b. kawinlagi.
Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meningga dunia atau
kawin lagi.

Pasal 16

Apabila Kepala DaeralVWakil Kepala Dagrah atau penerima pensiun Kepaa DagralVWakil Kepala
Daerah meninggd dunia, sedangkan ia tidak mempunya isteri/suami yang berhak menerima
pensun janda/ duda atau gpabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia,
meka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda.

Y ang berhak menerima pensun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) addah anak kandung
yang

a belum mencapa usa 25 (dua puluh lima) tahun;

b. belum mempunya pekerjaan yang tetap; atau

C. belum pernah kawin.

Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) dilakukan mulai :

a bulan kedua berikutnya Kepaa DagraVWakil Kepala Daerah meninggd dunia;

b. bulan berikutnya janda/duda K epala Daerah/\Wakil Kepala Daera/ bekas Kepada Dagralvbekas
Wakil Kepaa Daerah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
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